
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan

fisik yang memerlukan mineral batuan, maka perlu

pengaturan penyelenggaraan pengusahaan

pertambangan batuan yang berwawasan lingkungan;

b. bahwa wilayah Kabupaten Karangasem terdiri dari

daratan dan perairan banyak mengandung berbagai

jenis mineral sebagai sumber daya alam, yang

pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah

Kabupaten, sehingga perlu dilakukan pembinaan,

pengendalian dan pengawasan untuk

mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang

merugikan daerah dan masyarakat;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara maka Peraturan Daerah Kabupaten

Karangasem Nomor 15 Tahun 2007 tentang

Pengaturan, Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C perlu

ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
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membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Usaha Pertambangan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5111);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5142);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang

Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5172);

11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04

/ P / M / Pertamben / 1977 tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran

sebagai Akibat Urusan Pertambangan Umum;

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
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Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha

Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor

16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor

15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah  Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati  Karangasem.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Karangasem sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan

dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
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pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,

serta kegiatan pascatambang.

6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam,

yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan

kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan,

baik dalam bentuk lepas atau padu.

7. Batuan adalah mineral selain mineral radioaktif, mineral

logam dan mineral bukan logam.

8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan

mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi,

minyak dan gas bumi, serta air tanah.

9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

10. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP,

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

11. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk

melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,

dan studi kelayakan.

12. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah

selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan

kegiatan operasi produksi.

13. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR,

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam

wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan

investasi terbatas.

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan

untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi

adanya mineralisasi.

15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan

untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti

tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber

daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai

lingkungan sosial dan lingkungan hidup.


